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PUTUSAN
Nomor 152/Pdt.G/2014/PA.PAL

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Palu yang memeriksa dan mengadili perkara perdata
pada tingkat pertama Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan dalam perkara

Cerai Gugat, antara:

Penggugat, umur 27 tahun, agama Islam, pekerjaan Pegawai Honorer di SD
Inpres Baru tempat kediaman di Kota Palu;
Melawan
Tergugat, umur 35 tahun, agama Islam, pekerjaan tidak bekerja tempat kediaman

di Kabupaten Barito Timur, Provinsi Kalimantan Tengah;

Pengadilan Agama Palu tersebut;
Setelah membaca dan mempelajari surat-surat perkara;
Setelah mendengar keterangan Penggugat, memeriksa alat bukti surat serta

mendengar keterangan para saksi di muka sidang;
DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tertanggal 10 Maret
2014 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Palu, Nomor :
152/Pdt. G/2014/PA.Pal tertanggal 10 Maret 2014, telah mengajukan permohonan
untuk melakukan cerai gugat terhadap Tergugat dengan uraian/alasan sebagai

berikut:

1. Bahwa pada tanggal 25 Juni 2006, Penggugat dengan Tergugat
melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor

Urusan Agama Kecamatan Palu Barat Kota Palu sebagaimana tercatat dalam
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Buku Kutipan Akta Nikah Nomor - tanggal 13 Juli 2006 yang dikeluarkan oleh
KUA Kecamatan Palu Barat;

2. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah
orangtua Penggugat di Jalan kalora, kemudian pindah ke rumah orangtua
Tergugat di Makassar kurang lebih 2 tahun dan berpisah rumah sejak tahun
2011 sampai sekarang, selama pernikahan tersebut Penggugat dengan
Tergugat telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dan dikaruniai 1
orang anak bernama : anak 1, umur 4 tahun 10 bulan

3. Bahwa setelah menikah rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan
sangat harmonis hingga Penggugat tidak pernah berpikir akan mengajukan
gugatan perceraian seperti sekarang ini;

4. Bahwa pada tahun 2008 ketika Penggugat dan Tergugat tinggal di Makassar di
rumah orangtua Tergugat, Penggugat sudah sering minta pada Tergugat untuk
hidup mandiri atau tinggal di Palu namun tidak pernah disanggupi oleh
Tergugat. Pada tahun 2011 Penggugat berpamitan pada Tergugat untuk
mengunjungi orangtua Penggugat di Palu dengan harapan Tergugat juga akan
ikut atau paling tidak akan menyusul Penggugat ;

5. Bahwa ternyata apa yang Penggugat harapkan tidak terjadi. Sejak Penggugat
meninggalkan Makassar tahun 2011, Tergugat tidak pernah menghubungi
Penggugat meskipun hanya sekedar bertanya kabar. Tergugat juga tidak
pernah memberikan nafkah lahir batin baik pada Penggugat maupun kepada
anak kami;

6. Bahwa Tergugat tidak mencerminkan seorang suami yang bertanggung jawab,
membiarkan anak dan isterinya tidak hidup bersamanya dan tidak peduli pada
keadaan Penggugat dan anak. Oleh sebab itu tidak ada harapan lagi untuk

mempertahankan rumah tangga ini
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Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, penggugat mohon agar Ketua
Pengadilan Agama Palu segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya
menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi :

PRIMAIR :
1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat kepada Penggugat;
3. Membebankan biaya perkara menurut hukum;
SUBSIDAIR :
Apabila Pengadilan Agama Palu berpendapat lain, mohon putusan yang
seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat
telah datang menghadap ke muka sidang, sedangkan Tergugat tidak datang
menghadap ke muka sidang dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap
sebagai wakil/kuasa hukumnya meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut
yang panggilannya dibacakan di dalam sidang, sedangkan tidak ternyata bahwa
tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sabh;

Bahwa Majelis Hakim telah menasihati Penggugat agar berpikir  untuk
tidak bercerai dengan Tergugat, tetapi Penggugat tetap pada dalil-dalil
gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat;

Bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi karena Tergugat tidak pernah
datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, selanjutnya
dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat gugatan Penggugat yang maksud
dan isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat ;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatan Penggugat telah mengajukan
alat-alat bukti berupa :
A. Surat :
- Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor - tanggal 13 Juli 2006 yang diterbitkan

oleh PPN Kantor Urusan Agama Kecamatan Palu Barat, Kota Palu, bukti P;
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B. Saksi : umur 45 tahun, agama Islam, pekerjaan Swasta (Dagang), tempat
tinggal di Kota Palu, memberikan keterangan di bawah sumpahnya di muka
sidang sebagai berikut :

e Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat, karena saksi
sebagai ibu kandung dari Penggugat dan Tergugat sebagai anak
mantu;-

e Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami isteri;

¢ Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah pada tahun 2006;

e Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah dikaruniai 1 (satu) orang
anak bernama anak 1, umur 4 tahun 10 bulan;

e Bahwa saksi tahu, Penggugat mengajukan cerai terhadap Tergugat;

e Bahwa Semula Penggugat dan Tergugat telah hidup rukun dan
harmonis sebagaimana layaknya suami istri selama kurang lebih 4
tahun, akan tetapi sejak tahun 2011, kehidupan rumah tangga
Penggugat dan Tergugat sudah tidak rukun dan tidak harmonis lagi,
mereka sering berselisih dan bertengkar yang mengakibatkan
Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal hingga sekarang;

e Bahwa Penyebabnya adalah Tergugat telah menjalin hubungan
dengan wanita lain di Makassar, Tergugat suka minum-minuman
keras hingga mabuk-mabukan, Tergugat tidak menafkahi lagi
Penggugat dan anaknya;

e Bahwa saksi mengetahui karena Penggugat dan Tergugat pernah
tinggal bersama saksi;

e Bahwa Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal selama
kurang lebih 3 tahun, yang meninggalkan adalah Tergugat;

¢ Bahwa saksi sudah pernah berusaha untuk merukunkan Penggugat

dan Tergugat, tapi tidak berhasil.;
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e Bahwa saksi sudah tidak sanggup merukunkan Penggugat dengan
Tergugat ;

2. Saksi 2, umur 55 tahun, agama Islam, pekerjaan Dagang, tinggal di Kota

Palu, memberikan keterangan di bawah sumpahnya di muka sidang sebagai

berikut:

Bahwa saksi mengenal Penggugat dan Tergugat;

e Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami isteri;

e Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah pada tahun 2006;

e Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah dikaruniai 1 (satu) orang anak
bernama anak 1, umur 4 tahun 10 bulan;

e Bahwa saksi tahu, Penggugat mengajukan gugatan cerai terhadap
Tergugat;

e Bahwa semula Penggugat dan Tergugat telah hidup rukun dan harmonis
sebagaimana layaknya suami istri selama kurang lebih 4 tahun, akan tetapi
sejak tahun 2011, kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah
tidak rukun dan tidak harmonis lagi, mereka sering berselisih dan bertengkar
yang mengakibatkan Penggugat dan Tergugat berpisah hingga sekarang;

e Bahwa Penyebabnya adalah Tergugat telah menjalin hubungan dengan
perempuan lain, Tergugat juga suka minum minuman keras hingga mabuk-
mabukan, Tergugat tidak menafkahi lagi Penggugat dan anaknya;

¢ Bahwa saksi mengetahui karena Penggugat pernah menyampaikan kepada
saksi mengenai kelakuan suaminya serta perlakuan suaminya terhadap
dirinya;

e Bahwa Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal selama kurang

lebih 3 tahun, yang meninggalkan adalah Tergugat dan hingga sekarang

tidak pernah bersama lagi;
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e Bahwa saksi sudah pernah menasehati Penggugat dan Tergugat, tapi tidak
berhasil.;
e Bahwa saksi sudah tidak sanggup merukunkan Penggugat dengan

Tergugat ;

Bahwa Penggugat di persidangan telah menyatakan tidak akan
mengajukan lagi sesuatu tanggapan apapun dan telah menyampaikan
kesimpulannya secara lisan yang pada pokoknya tetap berpegang teguh pada

pendiriannya semula untuk bercerai dengan Tergugat dan mohon putusan;

Selanjutnya untuk singkatnya uraian putusan ini, maka semua hal yang
termuat dalam berita acara sidang ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan

dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan penggugat adalah seperti

diuraikan tersebut di atas;

Menimbang, bahwa ternyata Tergugat meskipun dipanggil secara resmi
dan patut , tidak datang menghadap harus dinyatakan tidak hadir dan permohonan

tersebut harus diperiksa secara verstek;

Menimbang, bahwa oleh karena itu maka putusan atas perkara ini dapat

dijatuhkan tanpa hadirnya Tergugat (verstek);

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal 149 ayat (1) R.Bg yaitu
putusan yang dijatuhkan tanpa hadirnya Tergugat dapat dikabulkan sepanjang
berdasarkan hukum dan beralasan, oleh karena itu majelis membebani Penggugat

untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya;
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Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil angka 1 sampai dengan
angka 6 Penggugat telah mengajukan alat bukti surat Penggugat P. dan 2 orang

saksi;

Menimbang, bahwa bukti P. (Fotokopi Kutipan Akta Nikah) yang
merupakan akta otentik dan telah bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, isi
bukti tersebut menjelaskan mengenai peristiwa pernikahan antara Penggugat
dengan Tergugat sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan
materiil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa saksi 1 dan saksi 2 Penggugat sudah dewasa dan

sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam

pasal 172 ayat 1 angka 4 R.Bg;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 dan saksi 2 Penggugat mengenai
angka 2 sampai dengan angka 6 adalah fakta yang dilihat sendiri/dialami sendiri
dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Penggugat, oleh karena itu
keterangan saksi-saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah
diatur dalam pasal 308 R.Bg sehingga keterangan saksi tersebut memiliki

kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 dan saksi 2 gugatan bersesuaian
dan cocok antara satu dengan yang lain oleh karena itu keterangan dua orang

saksi tersebut memenuhi pasal 308 dan pasal 309 R.Bg;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P. 1 dan saksi 1 dan saksi 2
tersebut fakta kejadian sebagai berikut :
1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang sah;
2. Bahwa Penggugat dan Tergugat pada mulanya hidup rukun dan harmonis
sebagaimana layaknya suami isteri;

3. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 1 orang anak ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas

pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 7



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa pada tahun 2011 Tergugat pamit untuk pergi ke Kalimantan mencari
kerja ;

5. Bahwa Tergugat hanya dua bulan memberi kabar kepada Penggugat, setelah
itu Tergugat tidak pernah lagi memberi kabar kepada Penggugat

6. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal kurang lebih 3
(tiga) tahun sampai sekarang;

7. Bahwa Majelis Hakim telah menasehati Penggugat agar mau bersabar untuk

tidak bercerai dengan Tergugat tapi tidak berhasil.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas dapat
disimpulkan fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri
yang sah;

2. Bahwa Tergugat pergi meninggalkan Penggugat kurang
lebih 3 (tiga) tahun lamanya tanpa berita;

3. Bahwa selama Tergugat pergi meninggalkan
Penggugat Tergugat tidak pernah mengirim belanja
untuk biaya hidup Penggugat dan anaknya;

4. Bahwa Majelis Hakim telah menasehati Penggugat
untuk tetap mempertahankan rumah tangga tapi tidak
berhasil ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum di atas, Majelis Hakim
berpendapat bahwa kondisi riil terakhir rumah tangga Penggugat dan Tergugat
sesungguhnya telah menunjukkan bahwa kerukunan tidak mungkin lagi diharapkan dan
tujuan perkawinan untuk mencapai kehidupan rumah tangga yang sakinah, mawaddah
warahmah sebagaimana dikehendaki firman Allah dalam Al-Qur'an Surah Ar Rum : 21

Ol daz ) 8390 aSin J2zs ledl lsiSuud 2lg)l pSousil o oS 31> Ol anl e
oSl podl ey Y el 5 WSArtinya :

Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu
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isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram
kepadanya, dan dijadikan-Nya di antaramu rasa kasih dan sayang.
Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi

kaum yang berpikir.

Dan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 3 Kompilasi Hukum
Islam sudah tidak dapat terwujud lagi, maka apabila perkawinan Penggugat dan
Tergugat tetap dipertahankan, hanya akan berdampak negatif terhadap Penggugat
dan Tergugat serta anak-anak mereka pada masa yang akan datang sekurang-
kurangnya penderitaan bagi kedua belah pihak ;

Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut telah memenuhi norma hukum

Islam yang terkandung dalam Kitab I'anatut thalibin juz IV halaman 91
yang diambil alih menjadi pendapat Majelis Hakim sebagai berikut :

aadll L) 5 ol o Jlo Vg o a5 glaiil ol
Apabila telah terputus khabar tentang suami dan tidak ada harta benda yang

ditinggalkan untuk isteri, boleh bagi si isteri untuk fasakh nikahnya.

Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut telah juga memenuhi Pasal 19
huruf b Peraturan Pemerintah Tahun 1975 Jo. Pasal 116 huruf b Kompilasi Hukum
Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di
atas, maka petitum gugatan Penggugat mengenai menjatuhkan talak satu bain
sughra tersebut memenuhi Pasal 119 ayat (2) huruf ¢ Kompilasi Hukum Islam, oleh
karena itu dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 84 Undang-Undang Nomor 7 Tahun

1989 Tentang Peradilan Agama Panitera Pengadilan Agama Palu diperintahkan
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untuk mengirimkan salinan penetapan ikrar talak kepada Pegawai Pencatat Nikah
dimana Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal dan kepada Pegawai Pencatat
Nikah di tempat perkawinan Penggugat dan Tergugat dilangsungkan;

Menimbang, bahwa karena perkara a quo masuk bidang perkawinan, maka
berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989
sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan
perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara
harus dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan

hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk

menghadap sidang tidak hadir;

2. Mengabulkan gugatan Penggugat secara verstek;

3. Menjatuhkan talak satu bain shugra Tergugat, terhadap Penggugat ;

4. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Palu untuk mengirimkan
Salinan Putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat
Nikah pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Ulujadi, Kota Palu dan kepada
Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Tirtoyodo,
Kabupaten Malang, Provinsi Jawa Timur untuk dicatat dalam daftar yang
disediakan untuk itu;

5. Membebankan Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah

Rp. 316.000,- (empat ratus enam puluh enam ribu rupiah,-).

Demikian dijatuhkan putusan ini di Palu, pada hari Rabu tanggal
07 Mei 2014 M. bertepatan dengan tanggal 07 Rajab 1435 H. dalam

permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Palu yang terdiri dari
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Drs. H. MUHADIN, S.H., sebagai Hakim Ketua Majelis, serta Drs. H. ADNAN
ABBAS dan Drs. H. IBRAHIM P. TAMU, S.H. sebagai hakim-hakim Anggota
serta diucapkan oleh Ketua Majelis pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk

umum dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota serta SUKAENAH, S. Ag sebagai
Panitera Pengganti dan dihadiri oleh Penggugat tanpa dihadiri oleh Tergugat;

Ketua Majelis

Drs. H. MUHADIN, S.H.

Hakim Anggota Hakim Anggota

Drs. H. ADNAN ABBAS Drs. H. IBRAHIM P. TAMU, SH.

Panitera Pengganti

SUKAENAH, S. Ag.

Perincian Biaya Perkara :

1. Pendaftaran :Rp. 30.000,-
2. Proses :Rp. 50.000,-
3. Panggilan :Rp. 225.000,-
4. Redaksi : Rp. 5.000,-
5. Meterai : Rp. 6.000,-
Jumlah Rp. 316.000,-

(Tiga ratus enam belas ribu rupiah).

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas
pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 11



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas

pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 12



